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ABSTRAK

Nama : Mohammad Farid

NIM : 211020918020

Program Studi : Magister Hukum Bisnis

Judul : “Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban PPAT atas Akta Jual Beli yang
mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum” (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Sampit Nomor 08/Pdt.G/2020/PN.Spt)

Mengenai Akta PPAT yang mengandung cacat hukum baik karena kelalaian ataupun dengan
unsur kesengajaan dari PPAT itu sendiri, konsekuensinya ialah PPAT itu harus memberikan
pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum. Hal ini membuat penulis
tergerak serta tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Y uridis Pertanggung
Jawaban PPAT atas Akta Jual Beli yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum”
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 08/Pdt.G/2020/PN.Spt)”. Penelitian
tentang “Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban PPAT atas Akta Jual Beli yang mengandung
unsur Perbuatan Melawan Hukum” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor
08/Pdt.G/2020/PN.Spt) ini menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normative. Pada Pasal
1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian bahwa suatu akta otentik
adalah akta yang di dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan
dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta
dibuatnya. Selanjutnya jika terdapat laporan dari Pihak yang dirugikan atau temuan nyata
terdapat pelanggaran dalam pembuatan Akta dimaksud, MPPD (Majelis Pengawas dan
Pembina Daerah) PPAT akan melakukan pemeriksaan kepada PPAT Pembuat Akta untuk
mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran dalam pembuatan Akta PPAT dan memberikan
sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Masyarakat haruslah lebih sadar akan haknya serta
tidak segan-segan melaporkan segala tindakan menyimpang seperti yang dilakukan oleh oknum
PPAT di atas kepada pihak yang berwenang serta berwajib untuk menanganinya agar kelas

tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PPAT.

Kata kunci : Akta Jual Beli, PPAT, Tanggung Jawab, IPPAT



ABSTRACT

Name : Mohammad Farid
NIM : 211020918020
Study Program : Master of Business Law

Title : “Juridical Analysis of PPAT's Liability for Sales and Purchase Deeds which contain elements of
Unlawful Acts ” (Case Study of Sampit District Court Decision Number 08/Pdt.G/2020/PN.Spt)

Regarding the PPAT Deed which contains legal defects either due to negligence or with intentional
elements from the PPAT itself, the consequence is that the PPAT must provide accountability both
morally and legally. This made the author moved and interested in conducting research with the title
"Juridical Analysis of PPAT Accountability for Deeds of Sale and Purchase containing elements of
Unlawful Acts" (Case Study of Sampit District Court Decision Number 08/Pdt.G/2020/PN.Spt)" . This
research on "Juridical Analysis of PPAT Accountability for Deeds of Sale and Purchase containing
elements of Unlawful Acts" (Case Study of Sampit District Court Decision Number
08/Pdt.G/2020/PN..Spt) uses a normative juridical research form. Article 1868 of the Civil Code
provides the understanding that an authentic deed is a deed which is in the form specified by the law
and is made by or in the presence of public officials in charge for this at the place where the deed was
made. Furthermore, if there is a report from the party who is aggrieved or there is a clear finding that
there is a violation in making the deed in question, the PPAT MPPD (Regional Supervisory and
Supervisory Board) will conduct an inspection to the PPAT who made the deed to find out whether there
was a violation in making the PPAT deed and provide sanctions according to the violations stated. done.
The community must be more aware of their rights and not hesitate to report any deviant acts such as
those carried out by the PPAT persons above to the authorities and the authorities to handle them so

that the class does not occur again in violations committed by the PPAT.

Keywords: Deed of Sale and Purchase, PPAT, Responsibility, IPPAT
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